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ABSTRAK 

Obat dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah faktor penting yang 
digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang tubuh. Obat memiliki berbagai efek 
terhadap tubuh manusia yang mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang 
menimbulkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan untuk medikasi. Obat-obat yang 
dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini adalah obat-obat yang bukan termasuk narkotika dan 
psikotropika. Dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bagi mereka yang 
mengedarkan tanpa izin edar dan memproduksi tidak sesuai standar dapat dikenai pidana penjara dan denda. 
Namun bagi pecandu obat bukan untuk medikasi tidak dapat dipidana, namun hanya dapat menempuh rehabilitasi 
saja. Mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun 
penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan Maqasid AsySyariah dan melanggar hukum 
Islam, karena dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah konsumsi khamr’ atau yang memabukkan hukumnya adalah 
haram.  

Kata Kunci : Pidana, Penyalahgunaan Obat, Hukum Kesehatan  

ABSTRACT 

Drug in human life cannot separated, because drug is important factor for healing many human’s 
diseases. Drug have many effect into human’s body, one of them is giving effect of hallucinations and make human 
addicted to drug. Drug that have hallucination effect used by most people for having fun not for medication 
purpose. Drugs that consume freely without doctor’s rules was not among narcotics and psicotropics. In Health 
Law, people who selling drug without license from government and production drug without fulfill the regulation 
standart can be punish in accordance with health law. But for people who consuming drug for having fun cannot 
be punish , but only can endure medic rehabilitation and social rehabilitation.. Consumin drug for curing the 
diseases is the form of keeping away to ensure continued healty. But drug abuse is inapplicable with Maqasid 
Asy-Syariah and breaking the Islam Law, because in Al-Qur’an and As-Sunnah consuming khamr’ or everything 
that can intoxicating is haram. 
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PENDAHULUAN 

Menurut World Health Organization (WHO) penyalahgunaan obat merupakan penggunaan 
obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk 
kenikmatan,.1 Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa obat-obatan golongan 
tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain 
narkotika dan psikotropika sepertiTramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan 
Haloperidol.2 Efek penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek psikologis dan efek sosial.3 

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan 
sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
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Tahun 1945.4 Untuk memperoleh kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik modern 
maupun obat tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan perawatan medis sesuai 
standart yang ada. 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti permasalahan penyalahgunaan obat 
di kalangan remaja saat ini. Penyalahgunaan obat bisa berdampak serius terhadap kesehatan, 
ketergantungan, hingga kematian.4Hasil Survei Nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional 
menunjukkan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017, namun beberapa hal menjadi 
perhatian, bahwa obatobat keras atau obat daftar G, obat golongan psikotropika, maupun obat legal 
lainnya. Obat-obat yang dapat dengan mudah didapatk yang memiliki efek sedatif menjadi “diva” untuk 
disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya berupa diminum melebihi dosis atau aturan medis. 
Konsumsi obat juga dapat dicampur dengan minuman beralkohol atau zat lainnya untuk mendapat efek 
samping berlebihan.5 

Akibat dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan timbulnya efek samping terhadap fisik, 
psikologis dan sosial. Secara menyelurun gangguangangguan akibat penyalahgunaan narkoba akan 
membawa perubahan perilaku seperti perilaku amotivasional, depresi, dan kecemasan sosial6. 

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan, dan dapat ditarik rumusan 
masalah antara lain (a) Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif Hukum 
Kesehatan? ;(b) Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang ada di 
masyarakat?;dan (c) Bagaimana tindak pidana pencegahan dan penyalahgunaan obat-obatan dalam 
perspektif Hukum Islam? Dari latar belakang danrumusan masalah yang didapatkan diatas, tujuan dan 
manfaat dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui regulasi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan 
dalam hukum kesehatan; (2) Mengetahui penanganan dan penanggunalangan penyalahgunaan obat-
obatan; . 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan 
hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 
dalam suatu masyarakat.6 Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahaan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 
tampak.7 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan 
 3.1.1 Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengganti 
Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
merupakan bentuk gerakan pemerintah dalam mengupayakan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih 
baik dari sebelumnya. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 antara lain 
(a)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lebih lengkap daripada Undang-Undang sebelumnya; (b) 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membawa paradigma baru; dan (c) 
Tantangan hukum dalam bidang kesehatan8. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang 
penyalahgunaan obat-obatan antara lain: a. Pasal 196 Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 
keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000 (satu miliar rupiah). b. Pasal 197 Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud 
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Pasal 106 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).  

 
3.1.2 Penerapan Undang-Undang Kesehatan Terhadap Penyalahgunaan Obat  

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindak pidana 
penyalahgunaan obat-obatan yang bukan narkotika dan psikotropika dapat dikenai 2 (dua) pasal dalam 
UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 196 dan Pasal 197. Pada 
umumnya yang diperbolehkan memperjual-belikan dan mengedarkan obat adalah apotek khususnya 
obat keras dan obat wajib apotek (OWA) hanya apotek yang diperbolehkan mengedarkan dan 
memperjual-belikan, Sementara ini obat-obat yang termasuk dalam golongan obat keras tidak bisa 
dijual-belikan secara bebas di apotek, Obat keras yang boleh menjual hanya pabrik ke pedagang besar 
farmasi (PBF), PBF ke apotek, dan apotek ke pasien dengan menggunakan resep dokter, obat yang 
diserahkan juga harus disertai dengan penandaan dan informasi dan jumlahnya tidak boleh dalam 
jumlah banyak.Untuk produksi obat yang diperbolehkan adalah pabrik obat atau industri farmasi yang 
sudah memiliki CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan memilki izin produksi sebagai pabrik obat. 
Sementara ini untuk kegiatan menyimpan dan/atau mendistribusikan obat adalah pedagang besar 
farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan. Dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi 
kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar. Yang dimaksud izin edar 
adalah izin dari pihak berwenang BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Dinas Kesehatan, dan 
Dinas Perizinan. Selain izin edar, standar yang digunakan dalam sediaan farmasi adalah standar 
famakope, standar farmakope adalah standar kwalitas mutu dan jumlah berat kwantitas. 

 
 3.1.3 Penindakan Kasus Penyalahgunaan Obat Dan Penegakkan UndangUndang Kesehatan  

Pada umumnya kasus-kasus penyalahgunaan obat dikenai dengan Undang-Undang Kesehatan, 
dimana di dalam Pasal 196 dan 197, bagi siapa saja yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar 
dan/atau memproduksi obat-obatan tanpa keahlian dan/atau tidak memenuhi standar. Hal ini 
menunjukkan bahwa adanya keleluasaan bagi para pengonsumsi, karena tidak dapat diproses secara 
hukum. Ada beberapa kasus dimana masyarakat yang memang melakukan penyalahgunaan obat-obatan 
yang bukan narkotika dan psikotropika dengan sengaja, anak muda usia sekolah mengenah atas (SMA) 
bahkan ada beberapa yang masih diusia sekolah menengah pertama (SMP). Selain menjadi konsumen 
penyalahguna obat-obatan, ada beberapa siswa yang melakukan transaksi jualbeli obat-obatan yang 
digunakan untuk mabuk. 
 3.1.4 Obat Diluar Narkotika Dan Psikotropika Yang Sering Disalahgunakan 

 Dalam penyalahgunaan obat banyak sekali jenis obat yang sering dikonsumsi untuk mabuk 
oleh masyarakat, beberapa obat-obatan keras memiliki efek yang hampir sama dengan narkotika dan 
psikotropika, namun obat-obatan tersebut dapat lebih mudah diperoleh daripada narkotika dan 
psikotropika dan dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau, obat-obatan yang sering 
disalahgunakan oleh para pecandu antara lain (a) Trihexyphenidyl (Tryhexi atau Pil Sapi); (b) Tramadol 
(Obat Pasca Operasi); c) AcetylcysteineYarindo (Yarindo); (d) Double LL (Tryhexyphenidyl HCL); 
(e) Carisoprodol (Obat Pegel); (f) Haloperidol (Obat Orang Gila); dan (g) Dextromethorphan (Obat 
Batuk Sirup).  

 
3.2 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan  
3.2.1 Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat  

Upaya preventif sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya kasuskasus penyalahgunaan obat. 
Kepolisian setiap bulannya terjadwal 3 sampai 4 kali melakukan penyuluhan ke sekolahan atau instasi 
lain sebagai bentuk upaya preventif. Kepolisian juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam 
bentuk penyuluhan kelompok masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang 
bahaya narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang lainnya dalam rangka pencegahan tindak pidana 
penyalahgunaan obat-obatan. Kepolisian sangat berperan dalam menanggulangi tindak pidana yaitu 
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menindak lanjuti tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan. Bentuk penanggulangan penyalahgunaan 
obat terdapat beberapa bentuk, yang pertama Rehabilitasi yang dibagi menjadi 2 yaitu rehabilitasi sosial 
dan rehabilitasi medis, kemudian yang kedua proses hukum.Dalam upaya pencegahan dan penanganan 
Narkotika, kepolisian berpegang pada Program Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu P4GN atau 
Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba.  

 
3.2.2 Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan  

Dalam upaya penanganan ada 2 hal yang dapat diterapkan, yakni jalur hukum apabila memang 
terbukti melakukan pelanggaran Peraturan tertentu, dan jalur Rehabilitasi, yaitu pemulihan kondisi 
pelaku penyalahgunaan agar terlepas dari kecanduan obat-obatan yang disalahgunakan. Dalam hal 
rehabilitasi, rehabilitasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Rehabilitasi karena keputusan hukum dan 
karena asesmen (Assessment). Rehabilitasi yang pertama didasarkan pada Surat Edaran Nomor 
SE/01/II/BARESKRIM yang merupakan petunjuk pemberian Pertimbangan Rehabilitasi bagi korban 
dan/atau pecandu narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2020. Rehabilitasi yang diberikan 
kepada pecandu dan korban ada 2 (dua) jenis yaitu (a) Medis dan (b)Sosial. Selain rehabilitasi, bagi 
para pengedar dan produsen obatobatan yang melanggar ketentuan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang 
Kesehatan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan jika mereka juga merupakan pecandu, 
setelah mereka melakukan masa tahanan hukuman pidana maka dianjurkan untuk melakukan 
rehabilitasi secara swadaya.  

 
3.2.3 Peran Masyarakat  

Dalam upaya pencegahan dan penaggulanganan peranan masyarakat sangatlah penting. 
Kepolisian ketika melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, masyarakat 
juga ikut berperan dalam melakukan edukasi kembali kepada masyarakat yang belum mendapatkan 
edukasi yang diberikan oleh kepolisian, selain itu juga mengedukasi keluarga dan juga lingkup terdekat. 
 

KESIMPULAN 

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 dan 197 
mengatur tentang peredaran tidak memiliki izin edar dan produksi obat-obatan yang tidak sesuai dengan 
standar. Penyalahgunaan obat untuk konsumsi bukan untuk medikasi tidak dapat dikenai pidana, namun 
menurut kepolisian dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Penindakan bagi pelaku 
penyalahgunaan adalah pidana dan denda bagi mereka yang kedapatan mengedarkan tanpa izin edar 
dan/atau memproduksi obat-obatan tidak memenuhi standart dan untuk pecandu dapat menjalani 
rehabilitasi secara swadaya.  

Kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat, kepolisian 
memegang peran untuk melakukan penanggulangan baik menindak pelaku pelanggar atau memberikan 
rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan obat. Namun dalam upaya pencegahan masyarakat adalah 
kunci paling utama, karena masyarakat memiliki tugas untuk senantiasa mengawasi dan mengedukasi 
lingkungan sekitarnya untuk menjauhi narkoba dan obat-obat yang memberikan efek mabuk, selain itu 
kepolisian juga melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif. 
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